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ANALISIS PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN 

SEBAGAI UPAYA EFISIENSI BEBAN PAJAK WAJIB PAJAK  

ORANG PRIBADI (STUDI KASUS MITRA PETANI A) 

 

Amalia Salsabila Putri 

Program Studi Akuntansi Keuangan Terapan 

 

ABSTRAK 

 

 

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara, sehingga kepatuhan Wajib 

Pajak sangat penting dalam meningkatkan rasio pajak nasional. Namun, 

kompleksitas pengaturan perpajakan seringkali menjadi tantangan bagi pelaku 

usaha, termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, dalam memenuhi kewajiban secara 

efisien. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan perencanaan pajak 

sebagai upaya efisiensi beban Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi pada Mitra 

Petani A. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan 

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan analisis 

laporan keuangan serta dokumen perpajakan. Data primer diperoleh dari 

wawancara dengan pendamping pajak dan observasi pembukuan, sedangkan data 

sekunder mencakup laporan keuangan, SPT Tahunan, faktur pajak, dan peraturan 

perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mitra Petani A telah 

menerapkan strategi perencanaan pajak melalui pembukuan tertib, dokumentasi 

biaya, dan pelaporan pajak sesuai ketentuan. Rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk 

menyesuaikan pendapatan dan biaya, yang berdampak pada efisiensi beban pajak 

terutang. Perencanaan pajak terbukti dapat menurunkan jumlah pajak kurang 

bayar dan meminimalkan sanksi administratif. Perencanaan pajak yang tepat 

membantu Wajib Pajak Orang Pribadi mengelola kewajiban pajaknya secara 

efisien dan patuh terhadap regulasi perpajakan. 

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Perencanaan Pajak, 

Penghematan Beban Pajak. 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF INCOME TAX PLANNING 

AS AN EFFORT TO EFFICIENCY THE MANDATORY TAX BURDEN  

INDIVIDUAL (CASE STUDY OF FARMER PARTNER A) 

 

Amalia Salsabila Putri 

Bachelor of Applied Financial Accounting Study Program 

 

ABSTRACT 

 

 

Taxes are the main source of state revenue, so taxpayer compliance is very 

important in increasing the national tax ratio. However, the complexity of tax 

regulations often poses a challenge for business operators, including individual 

taxpayers, in fulfilling their obligations efficiently. This research aims to analyze 

the implementation of tax planning as an effort to efficiently manage the Personal 

Income Tax (PPh) burden on Partner Farmers A. The method used is descriptive 

qualitative, with data collection through interviews, observations, documentation, 

and analysis of financial statements and tax documents. Primary data were 

obtained from interviews with tax assistants and bookkeeping observations, while 

secondary data included financial statements, annual tax returns, tax invoices, 

and tax regulations. The research results show that Partner Farmer A has 

implemented tax planning strategies through orderly bookkeeping, cost 

documentation, and tax reporting in accordance with regulations. Fiscal 

reconciliation is carried out to adjust income and expenses, which impacts the 

efficiency of the tax burden owed. Tax planning has been proven to reduce the 

amount of underpaid taxes and minimize administrative sanctions. In conclusion, 

proper tax planning helps individual taxpayers manage their tax obligations 

efficiently and comply with tax regulations. 

Keywords : Personal Income Tax, Tax Planning, Tax Burden Savings. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pajak memainkan peran yang sangat penting, terbukti dengan Anggaran 

Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) sebagian besar pendapatan negara 

berasal dari pajak, sementara sisanya berasal dari Penerimaan Negara Bukan 

Pajak (PNBP). Upaya pemerintah untuk meningkatkan aspek perpajakan 

diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak, yang pada gilirannyla dapat 

meningkatkan rasio pajak dalam pendapatan negara. Oleh karena itu, rasio pajak 

memiliki hublungan ylang erat dengan tingkat kepatuhan Wajibl Pajak (Anjanni, 

Hapsari, & Asalam, 2019). Menurut (Nurlaela, 2017), kepatuhan Wajibl Pajak 

dalam hal perpajakan merupakan perilaku Wajibl Pajak dalam memenuhi 

kewajiblan perpajakan mereka sesuai dengan hukum dan peraturan pelaksanaan 

perpajakan ylang blerlaku di suatu negara. 

Faktor-faktor ylang blerpengaruh pada rasio pajak terb lagi menjadi dua 

kategori, ylakni faktor makro dan faktor mikro. Faktor makro mencakup tarif 

pajak, pendapatan per kapita, dan tingkat efektivitas dalam pelaksanaan 

pemerintahan y lang blaik. Sementara itu, faktor mikro meliputi tingkat kepatuhan 

para Wajibl Pajak, kerjasama antar lemb laga negara, serta keselarasan pandangan 

antara Wajibl Pajak dan petugas pemerintah (Sani, 2022). Hal ini sejalan dengan 

penelitian ylang dilakukan oleh (Wahy ludi, 2017) ylang menjelaskan blahwa 

bleblerapa alasan di blalik rendahnyla rasio pajak adalah rendahnyla pendapatan per 

kapita, tingkat kepatuhan Wajibl Pajak y lang masih minim (kesadaran masylarakat 

mengenai kewajiblan perpajakan masih sangat kurang), serta ketidaktransparanan 

dalam laporan peredaran usaha dan pendapatan oleh Wajibl Pajak. Selain itu, 

efisiensi dalam administrasi perpajakan juga blelum mencapai tingkat optimal. 

Salah satu isu ylang muncul di negara-negara blerkemblang adalah tingkat 

kesadaran Wajibl Pajak ylang blelum optimal, ylang blerakiblat pada rendahnyla 

kepatuhan Wajibl Pajak. Perublahan dalam tarif pajak penghasilan dapat 

blerdampak terhadap tingkat kepatuhan wajibl pajak. Tarif ylang sangat tinggi blisa  
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menyleblablkan penurunan kepatuhan, sementara tarif ylang leblih rendah blerpotensi 

untuk meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak (Nafia & Sunandar, 2016). 

Selain itu, keadaan keuangan juga dapat blerpengaruh terhadap seblerapa 

blesar dampak sanksi pajak terhadap kepatuhan wajibl pajak. Sanksi pajak dapat 

blerdampak pada ketaatan wajibl pajak dalam memenuhi kewajib lan perpajakan, 

tetapi efek terseblut mungkin tidak blegitu signifikan. Pengaruh sanksi ylang tegas 

akan blerimblas pada tingkat kepatuhan ketika situasi keuangan wajibl pajak blerada 

dalam kondisi y lang blaik (Erlina, Ratnawati, & Andreas, 2018).  

Aspek ylang dapat blerdampak pada kepatuhan Pemblaylaran Pajak mencakup 

sistem penilaian mandiri, pemahaman Pemblaylar Pajak, serta mutu pelaylanan 

(Anjanni, Hapsari, & Asalam, 2019). Self assessment untuk Wajibl Pajak adalah 

proses Wajibl Pajak menghitung, memperkirakan, memblaylar, dan melaporkan 

pajak ylang harus diblaylar oleh mereka sendiri (Sani, 2022). Penerapan sistem self 

assessment dapat blerjalan dengan efektif jika masylarakat telah memahami 

Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Prosedur Perpajakan terkait 

pelaporan, sanksi perpajakan, dan Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk 

blerblagai sumbler penghasilan ylang diterima oleh Wajibl Pajak (Anjanni, Hapsari, 

& Asalam, 2019). 

Dalam sosialisasi Undang-Undang HPP ylang ditaylangkan di kanal 

YLouTuble @DirjenPajakRI, Menteri Keuangan Republlik Indonesia Sri Mulylani 

memblahas bleb lerapa poin signifikan mengenai Pajak Penghasilan ylang termuat 

dalam UU HPP. Salah satu poin penting adalah adanyla modifikasi pada tarif dan 

blracket Pajak Penghasilan blagi Individu. “Perublahan pada lapisan tarif PPh untuk 

Individu ditujukan guna melindungi masylarakat ylang blerpenghasilan menengah 

ke blawah samb lil memblerikan kesempatan kepada mereka blerpenghasilan tinggi 

untuk memblerikan kontriblusi ylang leblih,” jelas Sri Mulylani. Leblih lanjut, dia 

menamblahkan, “Ini adalah penerapan prinsip keadilan; blukan blerarti kita tidak 

peduli pada y lang kayla, tetapi sayla mengharapkan mereka y lang memiliki 

kekaylaan leblih dapat leblih memperhatikan mereka ylang kurang mampu, ylaitu 

dengan memblaylar untuk kelompok ylang tidak mampu melalui blracket ylang leblih 

tinggi. ” Dari penjelasan Sri Mulylani terseblut, kita dapat memahami blahwa 

perublahan pada lapisan penghasilan ylang dikenakan pajak dan b lesar tarif pajak 
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ylang diterapkan blertujuan untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam pengenaan 

Pajak Penghasilan Pribladi, ylang memungkinkan adanyla redistriblusi pendapatan 

dari para wajibl pajak ylang blerpenghasilan tinggi kepada mereka ylang 

blerpenghasilan rendah. 

Kondisi peredaran usaha di atas didukung dengan bleblerapa lapisan atas 

penghasilan kena pajak, blerikut disampaikan perblandingan atas perub lahan lapisan 

penghasilan kena pajak UU 36 Tahun 2008 dengan UU No 17 Tahun 2021: 

Tablel 1.1 Perub lahan Tarif Pajak Orang Prib ladi 

Lapisan PKP Tarif Lapisan PKP Tarif 

1 sampai dengan Rp50.000.000 5% sampai dengan Rp60.000.000 5%

2 di atas Rp50.000.000 sampai 

dengan Rp250.000.000

15% di atas Rp60.000.000 sampai 

dengan Rp250.000.000

15%

3 di atas Rp250.000.000 sampai

dengan Rp500.000.000

25% di atas Rp250.000.000 sampai

dengan Rp500.000.000

25%

4 di atas Rp500.000.000 30% di atas Rp500.000.000

sampai dengan Rp5.000.000.000

30%

5 di atas Rp5.000.000.000 35%

UU No 36 Tahun 2008 UU No 7 Tahun 2021 

No

Sumb ler: Data diolah, 2025 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan blahwa telah terjadi bleblerapa 

perublahan dalam ketentuan. Pertama, tarif Pajak Penghasilan untuk Individu ylang 

diatur dalam UU HPP kini terdiri dari 5 tingkatan, sedangkan dalam UU Pajak 

Penghasilan seblelumnyla hanyla ada 4 tingkatan. Pemerintah menamblahkan 

tingkatan kelima dengan tarif 35% ylang blerlaku untuk Penghasilan Kena Pajak 

ylang meleblihi Rp5. 000. 000. 000 per tahun. Kedua, pada tingkatan pertama, 

pemerintah meningkatkan blatas Penghasilan Kena Pajak dari 0 hingga Rp50. 000. 

000 menjadi 0 sampai Rp60. 000. 000. Seblagai dampak dari perublahan kedua ini, 

seblelum adany la UU HPP, seorang karylawan dengan Penghasilan Kena Pajak 

seblesar Rp60. 000. 000 per tahun dikenakan dua tingkat tarif pajak ylaitu 5% dan 

15%. Namun, setelah blerlakunyla UU HPP, karylawan terseblut hanyla akan 

dikenakan satu tingkat tarif pajak, ylaitu 5%. Oleh karena itu, pajak ylang harus 

diblaylar menjadi leblih rendah (Costa, 2022). 

Menurut (Arodhiskara, Ladung, Jumriani, & Suherman, 2022) Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu jenis kegiatan ekonomi ylang 
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blanylak dijalankan oleh masylarakat di Indonesia. UMKM juga merupakan usaha 

ylang blersifat mandiri dan blerukuran kecil, dikelola oleh kelompok masylarakat 

atau keluarga. UMKM memainkan peran penting dalam perekonomian nasional, 

karena mampu menylerap tingkat pengangguran ylang sangat blesar dan 

memblerikan kontriblusi signifikan terhadap Produk Domestik B Lruto (PDB L). 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro adalah 

aktivitas blisnis ylang dimiliki oleh individu atau bladan usaha perseorangan ylang 

memenuhi sylarat Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang 

terseblut. Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi ylang blerlangsung secara mandiri, 

dilakukan oleh individu atau bladan usaha y lang blukan merupakan anak perusahaan 

atau cablang dari perusahaan blesar, ylang dikuasai atau memiliki keterkaitan blaik 

secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau blesar ylang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil seblagaimana ylang tertuang dalam undang-undang 

ini. 

Pada tahun 2018, Pemerintah Republlik Indonesia menerblitkan Peraturan 

Pemerintah mengenai perpajakan penghasilan ylang diharapkan dapat memblerikan 

dampak signifikan terhadap pajak penghasilan sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ada tiga faktor ylang menjadi pertimblangan 

pemerintah dalam menetapkan pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari total 

peredaran usaha b lulanan dan blersifat final, ylaitu: B Leblan pajak ylang leblih ringan 

blagi pelaku UMKM sehingga mereka blisa mengemblangkan usahanyla, peran 

pelaku UMKM dalam memperkuat roda perekonomian ylang b lisa membluka leblih 

blanylak peluang finansial, serta memblerikan waktu blagi pelaku UMKM untuk 

blersiap memenuhi kewajiblan dan hak-haknyla sesuai dengan peraturan pajak 

penghasilan ylang blerlaku. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah, pajak 

penghasilan final blerarti setelah pemblaylaran pajak penghasilan dengan tarif 0,5% 

ylang dihitung dari peredaran blruto setiap blulan, kewajiblan pajak untuk 

penghasilan terseb lut dianggap telah terpenuhi (Suasa, Arjayla, & Saputra, 2021). 

B Lerdasarkan Undang-Undang mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah tanggung jawabl ylang mesti 

dipenuhi oleh individu atau entitas kepada pemerintah, blersifat wajibl sesuai 

dengan hukum ylang blerlaku, tanpa adanyla blalasan langsung, dan digunakan 
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untuk mendukung keblutuhan negara dalam rangka mencapai kesejahteraan 

masylarakat. Pemblaylaran pajak menjadi kewajiblan warga negara dan Wajibl Pajak 

memiliki peran untuk melaksanakan kewajiblan perpajakan ini secara langsung 

serta blersama-sama demi pembliaylaan negara dan pemblangunan nasional (Aprilia 

& Sulindawati, 2021). B Lagi para wajibl pajak, kewajiblan untuk memblaylar pajak 

diangap seblagai suatu bleblan, sehingga semakin kecil pajak ylang diblaylarkan, 

semakin blanylak keuntungan ylang didapat. Untuk perusahaan, pajak adalah satu 

bliayla ylang mengurangi labla blersih (Saputra, 2020). 

Pertanggungjawablan dalam hal kewajiblan memblaylar pajak, ylang 

mencerminkan tanggung jawabl kewarganegaraan di blidang perpajakan, ada pada 

diri Wajibl Pajak sendiri untuk melaksanakan kewajiblan ini. Ini sejalan dengan self 

assessment ylang ada dalam Sistem Perpajakan di Indonesia. Seblenarnyla, setiap 

Wajibl Pajak b laik individu maupun bladan selalu ingin memblaylar pajak dalam 

jumlah ylang leblih rendah. Dalam konteks perpajakan, hal ini sering diseblut 

dengan Tax Planning (Aprilia & Sulindawati, 2021). Tax Planning adalah aspek 

dari pengelolaan pajak untuk blisnis atau pendapatan ylang blertujuan untuk 

mengurangi kewajiblan pajak sesuai dengan ketentuan ylang diatur oleh hukum 

pajak tanpa melanggar konstitusi atau undang-undang pajak ylang ada (Manrejo & 

Ariandylen, 2022). Menurut (Pohan, 2018) tujuan dari perencanaan pajak meliputi: 

(1) mengurangi jumlah pajak ylang harus diblaylar; (2) meningkatkan keuntungan 

setelah pajak; (3) mengurangi kemungkinan terjadinyla kejutan pajak (tax 

surprise) saat ada pemeriksaan ylang dilakukan oleh pihak b lerwenang; (4) 

melaksanakan kewajiblan perpajakan dengan tepat, hemat, dan efektif sesuai 

dengan regulasi perpajakan ylang ada. 

Sektor pertanian adalah blagian ylang dapat memblerikan andil pada ekonomi 

negara. Masih adanyla kesempatan untuk menylerap tenaga kerja di sektor 

pertanian, blesarnyla kontriblusi devisa dari kemajuan sektor agriblisnis serta 

penyledia blahan blaku untuk industri pengolahan ylang menggunakan hasil 

pertanian, menunjukkan blahwa sektor pertanian mampu blertahan dalam keadaan 

krisis ekonomi (B Ladan Pusat Statistik, 2024).  

Mitra petani teblu merupakan kelompok petani ylang blekerja sama dengan 

perusahaan pengolahan teblu dalam skema kemitraan ylang saling menguntungkan, 
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termasuk dalam hal pengelolaan aspek fiskal. Dalam konteks perublahan tarif 

pajak, kemitraan ini memungkinkan dilakukannyla efisiensi bleblan pajak melalui 

pengaturan mekanisme transaksi ylang leblih transparan dan terstruktur, sehingga 

petani dapat memperoleh manfaat maksimal tanpa terbleblani oleh kenaikan tarif 

pajak secara langsung. Melalui pencatatan transaksi ylang leb lih tertibl dan 

pelaporan ylang sesuai dengan ketentuan perpajakan, kemitraan ini turut 

mendukung peningkatan kepatuhan pajak penghasilan orang pribladi, terutama 

blagi petani ylang seb lelumnyla blelum memahami kewajiblan perpajakannyla secara 

optimal. 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Mitra Petani A merupakan mitra usaha ylang blergerak di blidang perkeblunan 

teblu dan memiliki kewajiblan perpajakan seblagai Wajibl Pajak Orang Pribladi. 

Dalam menjalankan usahanyla, Mitra Petani A telah meny lelenggarakan 

pemblukuan dan menggunakan metode perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) 

blerdasarkan tarif terblaru ylang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak ylang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Seblagai entitas usaha ylang 

aktif blerkontriblusi pada sektor pertanian dan perkeblunan, Mitra Petani A 

memiliki kewajiblan perpajakan ylang harus dipenuhi sesuai regulasi perpajakan di 

Indonesia.  

Ditahun 2024 Mitra Petani memiliki penghasilan leblih dari 4,8 Milylar ylang 

diasumsikan dapat meningkat tiap tahunnyla. Jika pendapatan sudah mencapai 4,8 

Milylar tiak diperkenankan untuk menggunakan tarif 0,5% dan maka sudah wajibl 

melakukan pemblukuan. B Lerdasarkan kondisi terseblut, penulis mengidentifikasi 

masalah ylang penulis peroleh seblagai blerikut: Seiring dengan meningkatnyla tren 

bleblan pajak penghasilan dari tahun ke tahun, terutama akiblat peny lesuaian 

keblijakan fiskal dan perublahan tarif perpajakan, pelaku usaha termasuk mitra 

petani menghadapi tantangan dalam mempertahankan kestab lilan keuangan 

mereka. 

Rumusan masalah ylang diangkat dalam penelitian ini adalah: blagaimana 

blentuk efisiensi bleblan pajak penghasilan ylang dapat dicapai melalui perencanaan 

pajak ylang legal dan tepat sasaran, serta sejauh mana tren peningkatan pajak dari 

tahun ke tahun memengaruhi blesaran kewajiblan pajak penghasilan Mitra Petani 
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A?. B Lerdasarkan uraian latar blelakang diatas, maka penulis tertatik untuk 

mengkaji dan meneliti leblih lanjut, dengan mengamblil judul “ANALISIS 

PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (TAX PLANNING) PAJAK 

PENGHASILAN SEBLAGAI UPAYLA EFISIENSI B LEBLAN PAJAK WAJIB L 

PAJAK ORANG PRIB LADI (STUDI KASUS MITRA PETANI A)”. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

B Lerdasarkan rumusan masalah di atas maka identifikasi pertanylaan 

penelitian ylang penulis peroleh seblagai b lerikut: 

1. B Lagaimana penerapan pemenuhan kewajiblan Pajak Penghasilan Orang 

Pribladi pada Mitra Petani A? 

2. B Lagaimana perencanaan pajak dalam upayla penghematan bleb lan pajak Pajak 

Penghasilan Orang Pribladi pada Mitra Petani A? 

1.4 Tujuan Penelitian 

B Lerdasarkan rumusan masalah dan pertanylaan penilitian ylang telah 

diuraikan, maka tujuan penelitian: 

1. Menjelaskan penerapan pemenuhan kewajiblan Pajak Penghasilan Orang 

Pribladi pada Mitra Petani A. 

2. Menganalisis perencanaan pajak dalam upayla penghematan bleblan pajak 

Pajak Penghasilan Orang Pribladi Mitra Petani A. 

1.5 Manfaat Penelitian 

B Lerikut manfaat ylang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. B Lagi Mitra Petani 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memblerikan manfaat serta menjadi 

masukan dan blahan evaluasi terkait penerapan pajak dalam rangka 

mengoptimalkan efisiensi bleblan pajak. 

2. B Lagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbler pemblelajaran serta 

mendukung penerapan ilmu pengetahuan di blidang perpajakan, terutama 

ylang blerkaitan dengan peraturan dalam Undang-Undang Perpajakan. 

3. B Lagi Pemblaca 

Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perencanaan pajak 

seblagai strategi efisiensi bleblan pajak serta menjadi referensi blagi penelitian 
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selanjutnyla, sekaligus seblagai pertimblangan blagi perusahaan ylang 

menghadapi permasalahan serupa. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi dari lima blabl dengan sistematika seblagai blerikut: 

B LABL I: PENDAHULUAN 

B Labl ini memblahas latar blelakang pemilihan topik Analisis Penerapan 

Perencanaan Pajak (Tax Planning) PPh Pasal 21 Seblagai Upayla Efisiensi B Leblan 

Pajak Wajibl Pajak Orang Pribladi (Studi Kasus Mitra Petani A) seblagai judul 

penelitian. Selain itu, dalam blabl ini juga diuraikan rumusan masalah serta 

pertanylaan penelitian ylang akan dikaji leblih lanjut. Peneliti juga menjelaskan 

tujuan penelitian, manfaat ylang diharapkan dari penelitian ini, serta sistematika 

penulisan ylang digunakan dalam penylusunan penelitian ini. 

B LABL II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada blabl ini blerisi penjelasan mengenai landasan teori ylang mendasari penelitian 

skripsi. Tinjauan Pustaka terdiri dari Landasan Teori, Pengertin Pajak 

Penghasilan, Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21, Pengertian Perencaan Pajak, 

Perencanaan Pajak Penghasila Pasal 21, Penelitian Terdahulu, Kerangka 

Pemikiran. 

B LABL III: METODE PENELITIAN 

Pada blabl ini menjelaskan jenis penelitian ylang akan dilakukan, obljek ylang 

menjadi fokus penelitian, serta jenis dan sumbler data ylang digunakan. Selain itu, 

blabl ini juga menguraikan metode ylang diterapkan dalam pengumpulan data serta 

teknik analisis ylang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data penelitian. 

B LABL IV: HASIL PEMB LAHASAN 

Pada blabl ini, peneliti menylajikan temuan-temuan ylang diperoleh dari penelitian. 

Selanjutnyla, peneliti akan menganalisis masalah ylang ditemukan untuk dapat 

menarik kesimpulan dan memblerikan saran terkait permasalahan ylang diblahas 

dalam penelitian ini. 

B LABL V: PENUTUP 

Pada blabl ini, peneliti menylampaikan kesimpulan dari hasil penelitian ylang telah 

dilakukan, bleserta saran-saran ylang ditujukan kepada pemblaca, perusahaan, 

dan/atau untuk penelitian di masa mendatang. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

B Lerdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

diuraikan, maka tujuan penelitian 

1. Menjelaskan penerapan pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan Orang 

Pribadi pada Mitra Petani A. Seb lagai Wajibl Pajak Orang Pribladi Mitra 

Petani A telah menerapkan pemenuhan kewajiblan perpajakan dengan 

melakukan pemblukuan sesuai ketentuan perpajakan ylang blerlaku. Mitra 

Petani A telah memiliki Nomor Pokok Wajibl Pajak (NPWP), 

menylelenggarakan pencatatan dan pelaporan perpajakan melalui Surat 

Pembleritahuan (SPT) Tahunan, serta memenuhi kewajiblan pemotongan, 

penyletoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan secara tepat waktu, termasuk 

PPh Pasal 22 atas penjualan teblu dan kewajiblan atas PPN Keluaran ylang 

dipungut oleh selain blendaharawan. Hal ini menunjukkan adanyla kepatuhan 

administratif dalam menjalankan kewajiblan perpajakan sesuai dengan 

peraturan ylang blerlaku. 

2. Menganalisi perencanan pajak dalam upaya penghematan beban Pajak 

Penghasilan Wajib pajak Orang Pribadi. Mitra Petani A blerkontriblusi 

signifikan terhadap efisiensi bleblan Pajak Penghasilan. Melalui pendekatan 

strategis seperti pendokumentasian bliayla operasional ylang dapat 

dikurangkan secara fiskal, pencatatan kredit pajak, serta pelaporan ylang 

tertibl dan tepat waktu, Mitra Petani A mampu menekan blesaran pajak 

terutang secara legal tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Selain itu, 

pelaksanaan rekonsiliasi fiskal ylang cermat juga memblantu dalam 

mengidentifikasi koreksi fiskal positif dan negatif, ylang blerdampak pada 

penylesuaian nilai Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan mengoptimalkan 

bleblan pajak ylang harus diblaylarkan. 

5.2 Saran 

B Lerdasarkan kesimpulan ylang telah diperoleh dari hasil penelitian mengenai 

penerapan pemenuhan kewajiblan Pajak Penghasilan Orang Pribladi dan  
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perencanaan pajak seblagai upayla efisiensi bleblan pajak pada Mitra Petani A, maka 

penulis memblerikan bleblerapa saran seblagai blerikut: 

1. B Lagi Mitra Petani A, disarankan untuk terus meningkatkan pemahaman 

terhadap peraturan perpajakan ylang blerlaku, khususnyla mengenai 

kewajiblan pelaporan dan pemblukuan ylang sesuai standar fiskal. Hal ini 

penting untuk mencegah potensi sanksi administrasi serta mendukung 

efisiensi pajak secara blerkelanjutan. 

2. Mitra Petani A juga perlu melakukan optimalisasi strategi perencanaan 

pajak melalui pencatatan transaksi ylang leblih terstruktur dan pengarsipan 

dokumen perpajakan secara rapi, seperti faktur pajak, blukti potong, dan 

blukti penyletoran pajak. Dengan dokumentasi ylang blaik, proses koreksi 

fiskal dapat dilakukan dengan leblih akurat dan efisien. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Hasil Wawancara Pihak Ketiga 

HASIL WAWANCARA 

Nama   : Andrean Zul Wardani 

Tanggal Wawancara : 12 Juni 2025 

Tempat Wawancara : Kantor Pihak Ketiga 

Pertanyaan dan Jawaban Wawancara 

1. Bagaimana Anda menilai pemahaman petani tentang peraturan pajak 

penghasilan pribadi (PPh)? 

Jawab : 

“Kami melakukan penilaian pemahaman petani tentang peraturan 

perpajakan Orang Pribadi dengan pendekatan wawancara dan analisis 

dokumen berupa laporan buku kas yang berisi rekap pendapatan dan biaya 

serta laporan SPT PPh Tahunan yang ada. Dari hal tersebut kami mendapati 

tidak efektifnya proses pembukuan dan pelaporan yang dilakukan, sehingga 

beban pajak yang timbul dibarengi dengan denda atau sanksi administratif 

karena telat pelaporan dan tidak diketahuinya biaya atau pendapatan yang 

menjadi dan tidak menjadi objek pajak. Atas proses pemahaman bisnis 

tersebut kami menilai mitra petani belum memahami tentang peraturan 

perpajakan, baik dari segi kewajiban yang ditanggung, perhitungan, 

pelaporan hingga perencanaan perpajakan yang harus dilakukan”. 

2. Apa saja sumber informasi yang digunakan oleh petani untuk memahami 

kewajiban perpajakan mereka? 

Jawab : 

"Sumber informasi tersebut antara lain; Laporan Laba Rugi, Buku Kas 

Pembantu pengeluaran dan pemasukan, rekap pendapatan dibukukan 

dengan PPN yang dipotong pungut oleh entitas bukan bendaharawan, rekap 

PPh 22 atas penjualan tebu, informasi PTKP dan tarif TER pada UU Nomor 

7 Tahun 2021" 

3. Faktor-faktor apa saja yang Anda anggap berkontribusi terhadap perubahan 

ini? 
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Jawab : 

“Efektifnya pembukuan dengan jurnal dan lengkapnya dokumentasi 

pendukung transaksi berupa Faktur pajak, invoice penjualan, Bukti Potong 

pajak penghasilan, kwitansi pengeluaran atas biaya-biaya di kebun dan 

operasional harian” 

4. Langkah-langkah apa saja yang telah diambil oleh petani untuk 

mengefektifkan beban pajak mereka? 

Jawab : 

“Rutin melakukan monitoring dan pembukuan pada buku kas pembantu 

pengeluaran dan pemasukan untuk mengetahui objek dan bukan objek 

pajak, tepat waktu dalam memenuhi kewajiban penyetoran PPN yang 

dipungut oleh selain bendaharawan, mendokumentasikan bukti transaksi 

pengeluaran dan pemasukan”. 

5. Apakah ada strategi perencanaan pajak yang berhasil diimplementasikan 

oleh petani? 

Jawab : 

“ya, ada, yaitu mendokumentasikan setiap biaya yang berhubungan 

langsung dengan penjualan tebu sehingga dapat menjadi dasar efektivitas 

penentuan tarif yang dikenakan, mendokumentasikan setiap kredit pajak 

berupa Pajak Penghasilan Pasal 22 atas penjualan Tebu, menunaikan 

kewajiban perpajakan tepat waktu seperti melakukan penyetoran Pajak 

Pertambahan Nilai yang dipungut oleh selain bendaharawan”. 

6. Bagaimana Anda melihat tren pendapatan petani A dalam kaitannya dengan 

tarif norma yang berlaku? 

Jawab : 

“Petani mitra A dalam 2 tahun terakhir memiliki omset yang bagus, tahun 

2023 omsetnya sebesar 35,4M dengan laba bersih sebesar 405jt, sedang 

pada tahun 2024 omsetnya meningkat menjadi 46,9M dengan laba bersih 

sebesar 618jt. Dari omset tersebut mitra petani A menggunakan tarif efektif 

pasal 17 untuk semua kategori persentase dari 5% sampai dengan 30% dari 

penghasilan kena pajak setelah dilakukan koreksi fiskal dan dikurangkan 

penghasilan tidak kena pajaknya. Sehingga beban pajak yang diperoleh 
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untuk tahun 2023 adalah sebesar 29jt dan tahun 2024 sebesar 34jt. Dari tren 

pendapatan tersebut diketahui kenaikan beban pajak dapat efektif tanpa 

harus melanggar atau tidak melaksanaan peraturan perundang-undangan 

atas kewajiban perpajakan”. 

7. Apakah ada tarif normatif baru yang berpengaruh terhadap pendapatan 

mereka? 

Jawab : 

“Dalam dua tahun terakhir, petani mitra A yang kami dampingi sudah 

menggunakan tarif terbaru pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2021, 

sehingga yang mempengaruhi nilai secara signifikan adalah ketika mitra 

petani tidak melakukan pembukuan sehingga dari total omset bruto 

dikalikan tarif 50% berdasarkan peraturan menteri keuangan nomor 168 

tahun 2023 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang 

pribadi”. 

8. Seberapa penting pembukuan dalam perhitungan beban pajak bagi petani? 

Jawab : 

“Pentingnya pembukuan bagi mitra petani selain karena amanat undang-

undang perpajakan, juga menjadi cara efektif untuk mengoptimalkan beban 

atau kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, sehingga dapat 

diketahuinya kredit pajak, biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan 

bruto, sehingga didapati penghasilan kena pajak yang dapat dikalikan 

berdasarkan tarif TER yang berlaku”. 

9. Apa saja tantangan yang dihadapi petani dalam menjaga pembukuan yang 

akurat? 

Jawab : 

“Bukti-bukti transaksi yang terdokumentasi dengan baik pada buku 

pembantu pengeluaran dan pemasukan, berupa faktur pajak, bukti potong 

pajak, invoice penjualan, kwitansi pengeluaran dan dokumen sejenis lainnya 

yang dapat menjadi pendukung transaksi dalam penyusunan laporan 

keuangan mitra petani”. 
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10. Menurut Anda, sejauh mana perencanaan pajak berdampak pada efisiensi 

beban pajak petani? 

Jawab : 

“Perencanaan pajak sangat berdampak terhadap efisennya beban atau 

kewajiban perpajakan, atas perencanaan yang dilakukan, pembukuan dapat 

dilakukan secara akurat sehingga diketahui kredit pajak yang dapat menjadi 

pengurang kewajiban perpajakan, mengefektivkan kewajiban perpajakan 

lainnya seperti tepat waktu dalam penyampaian dan penyetoran PPN yang 

dipungut oleh selain bendaharawan, sehingga minim potensi denda atau 

sanksi administrasi perpajakan”. 

11. Apakah ada bukti atau data yang menunjukkan peningkatan efisiensi beban 

pajak setelah perencanaan pajak diterapkan? 

Jawab : 

“ya ada, hal itu dapat dilihat pada Laporan SPT dua tahun terakhir dengan 

detail perhitungan perpajakannya pada lampiran Catatan atas Laporan 

Keuangan”. 


